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BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 12 TAHUN Q03aS

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undanng Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan

Perundang-undangan ...
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7031);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang ...



Menetapkan

jdih.kaboki.go.id

13.

14.

15.

16.

i 8

18.

19.

20.

3

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun
2024 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 14); dan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Tim ...
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya
sesuai kebutuhan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Analisis Standar Belanja Fisik adalah penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang wujud keluarannya berupa fisik.
Analisis Standar Belanja Nonfisik adalah penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam
1 (satu) tahun anggaran yang wujud keluarannya berupa
nonfisik.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau dokumen yang
memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk digunakan sebagai
pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta
penyetaraan jenis sub Kkegiatan/rincian sub kegiatan yang
berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.

mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja
antar SKPD, antar program, antar kegiatan, dan antar sub
kegiatan/rincian sub kegiatan sejenis;

meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan sub
kegiatan/rincian subkegiatan dan pengendalian anggaran
yang efisien dan ekonomis; dan

c. sebagai ...
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c. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja sub
kegiatan/rincian sub kegiatan dalam RKA SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II
PENERAPAN
Pasal 4
SKPD wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA
SKPD.

BAB III
JENIS ASB
Pasal S
(1) Jenis ASB meliputi:
a. ASB Fisik; dan
b. ASB Nonfisik.

(2) Ketentuan mengenai rincian ASB Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan mengenai rincian ASB Nonfisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan ASB
dilakukan oleh TAPD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan
permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan
penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.

(3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat
verifikasi RKA SKPD.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 7
Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD
yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 8
Sub kegiatan/rincian sub kegiatan SKPD yang belum diatur
dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil,
ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian

objek belanja sub kegiatan/rincian subkegiatan berdasarkan
pembahasan TAPD.

BAB V ...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 8) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal § Agustus 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal ietus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

—_————

-~

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 102 ﬁOMOR a/'f
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